
WALIKOTA TANGERANG SELATAN 
PROVINSI BANTEN 

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN 

NOMOR 16 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2018 

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TANGERANG SELATAN, 

Menimbang a. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri 

Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan 

dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 ten tang 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 

Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah 

Kota Tangerang Selatan; 

b. bahwa dalam rangka memperjelas pengurangan atas 

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Calon 

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja dikarenakan 

adanya Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil 

yang melaksanakan tugas belajar, pendidikan dan 

pelatihan serta cuti, maka Peraturan Walikota Tangerang 

Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu 

diubah; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 

Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 

Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah 

Kota Tangerang Selatan; 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5l Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kata Tangerang Selatan Di Provinsi Banten 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4935); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubiik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana 

teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Repubiik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

7. Peraturan Daerah Kata Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 

2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Selatan Nomor 72); 

8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 41 

Tahun 2010 ten tang Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai 

Dilingkungan Pemerintah Kata Tangerang Selatan (Serita 

Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 41);  

9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 

Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di 

Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Serita 

Daerah Kota Tangerang Se!atan Tahun 2018 Nomor 5); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG 

SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN 

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. 
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 34 Peraturan Walikota Tangerang Selatan 

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri 

Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan 

(Berita Daerah Kata Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 5), 

diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal34 

(1) PNS dan CPNS yang diberikan sebagian TPP Berdasarkan 

Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(2) huruf a, terdiri atas: 

a. PNS yang melaksanakan tugas belajar; 

b. PNS dan CPNS yang melaksanakan pendidikan dan 

pelatihan; dan 

c. PNS dan CPNS yang mengambil cuti tahunan, cuti 

besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena 

alasan penting. 

(2) PNS yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, mendapatkan TPP 

berdasarkan beban kerja sebesar TPP pelaksana pada 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai 

golongan ruang terakhir PNS; 

(3) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

mendapatkan TPP 100% (seratus perseratus) dari nilai 

TPP berdasarkan be ban kerja sesuai jabatannya; 

(4) PNS dan CPNS yang mengambil cuti tahunan dan cuti 

karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c, mendapatkan TPP 30% (tiga puluh 

perseratus) dari nilai TPP berdasarkan beban kerja sesuai 

jabatannya; 
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(5) PNS dan CPNS yang mengambil cuti besar, cuti sakit, 
dan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c, mendapatkan TPP 50% (lima puluh 
perseratus) dari nilai TPP berdasarkan beban kerja sesuai 

jabatannya. 

memerin tahkan mengetahuinya, orang 

Pasal II 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap 
pengundangan Peraturan WaJikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan. 

Ditetapkan di Tangerang Selatan 
pada tanggal 23 Mei 2018 

WALIKOTA 
ANoERANG SELATAN, [ 

g AIRIN RACHMI DIANY f6i 

MMUHAMAD 

Diundangka 
pada tanggal 

SEKRE 

i Tangerang Selatan 
3 Mei 2018 

NG SELATAN, 

SERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 16 
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